BAB I

KETENTUAN WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN, DASAR, TUJUAN, DAN RUKUN WAKAF

1. PENGERTIAN WAKAF

Wakaf berasal dari bahasa ardlwaqgfubentukmasdar(kata
dasar) dari kalimat\é, — sy — 385 kataal-wagfubentuk jamaknya
wuqufatauaugaf yang artinya semakna dengahhabs bentuk masdar
dari o= - pwsy -ws yang mempunyai arti menahaalam Lisanul

Arab Wakaf berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabkiééa tersebut

dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatamgydag lain, ia berarti
pembekuan hak milik untuk faedah tertehtu.

Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam, wakaf didefaisi
Perpindahan hak milik atas suatu harta yang bemmaamfan tahan lama
dengan cara menyerahkan harta itu kepada pende#ikaperorangan,
keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi keygmt umum di
jalan Allah®

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakafasestilah
(hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan defigeng beragam.

Sesuai dengan perbedaan madzhab yang mereka akitddri segi

! Sekh zakaria Al-anshoriHasyiyah Al-JamalKitabul Wagfu, (Lebanon: Darul Fikr,

2007), h. 575. Lihat juga dalarAtabik Ali dan Ahmad Zuhdi MuhdlorKamus Al-‘Ishrj
Yogyakarta : Multi Karya Grafika 2000, h. 2034 d&38.

168.

2 lbn MandzurLisan al-Aral Beirut: Daar Ehia al-Tourath, Juz 9, 1999, h. 359
3 Dewan Redaksi IslanEnsiklopedi Islam Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989, h.

15
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kelaziman dan ketidaklazimannya, syarat pendekdtagialam masalah
wakaf atau posisi pemilik harta wakaf setelah difléin? Oleh karena
itu, untuk mendefinisikan wakaf merujuk kepada nadxHigh, yaitu
Hanafi, Malik, Syafi'i dan Hanbali.

1. Menurut Mazhab Syafi’iyah antara lain :

a. Menurut Imam Nawawi : Menahan harta yang dapat biam
manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara bendaetap ada
dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan metdekaliri
kepada Allal.

b. Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairalmenahan
harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keuthiaata
tersebut, dengan memutuskan kepemilikan baranghbutrsdari
pemiliknya untuk hal yang dibolehk&n.

2. Menurut Mazhab Hanafiyah antara lain :

a. Menurut Imam Syarkhasi : Menahan harta dari jangkamnilik
orang lain’

b. Menurut Al Murghinany : Menahan harta di bawah tang
pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagailsgte

3. Menurut Mazhab Malikiyah

“Al-Kabisi, Muhammad abid AbdullahHukum Wakaf, Penerjemah, Ahrul Sani
Faturahman, Dompet Dhuafa Republika, Jakarta, 20033.

°Ibid, hal. 40

® Tuhfat al-Muhtaj Syarah Minhaj, Jilid h. 235, datasyiyah Qalyubi dan Hasyiyah
Umairah Jilid 3 h. 97.

" Al-Absuth karya Al-Syarkhasi, Jilid 12 h. 27.

8 Al-Kabisi, Muhammad abid Abdullaltjukum Wakaf,., hal.47
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a. Ibnu Arafah : Wakaf adalah memberikan manfaat sasymda
batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya vdakam
kepemilikan si pemberinya meski hanya perkiraangpadaian.

4. Menurut Mazhab Hanabillah

a. Ibnu Qudamah mendefinisikan wakaf yaitu menahary yasaal
dan memberikan hasilny¥.

Menurut UU Wakaf No. 41 tahun 2004, wakaf adalalbpatan
hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahledbagan harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dagkiamnwaktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna Kkeperluan ibatkath atau
kesejahteraan umum menurut syattat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikaguatu
yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebaganaeatau untuk
kepentingan umum yang berhubungan dengan aggma”.

2. DASAR HUKUM WAKAF

Wakaf yang dimaksud dalam kajian ini, tidak dij&ks secara
eksplisit dalam Al-Qur'an namun demikian ditemukpetunjuk umum
tentang wakaf walaupun secara implisit. Dalil-dgiing secara umum
mengandung makna wakaf adalah firman Allah Swt :

1. Al-Baqgarah ayat 267

°Al Khurasyij Jilid 7 Hal 78 danManh Al Jalil Jilid 3 hal 34

9 Qudamah, IbnuAl Mughni ma’a Syarah al Kabir,ilid 6 hal. 185.

11 Hadi Setia Tunggal)ndang-Undang WaKkaJakarta : Harvarindo, 2005, h. 2

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan PengentbBagasa Indonesi&amus
Besar Bahasa Indonesidakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 1006.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jala
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baak d
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi
untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-
buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
dengan memincingkan mata terhadapnya. dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuiji
(QS. al-Bagarah : 2673

2. Ali Imran ayat 92
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Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan ¢yan
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian
harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu
nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
(QS. Ali Imran : 92}*

Selain ayat-ayat diatas ada ayat lainnya yaitu &dfrBagarah ayat

261, An-Nahl ayat 97, Al- Hajj : 77. Ayat-ayat tbs mengisyaratkan

3yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Ab@ur Al-Quran dan
TerjemahnyaDepartemen Agama, 2008, h. 75

4 |pbid h.80



19

anjuran sedekah. Sedangkan wakaf adalah bentuksedekah. Karena
itu, wakaf mengikuti hukum sedekah, yaitu sunnah.

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil walkfiah hadis
yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khathttketika
memperoleh tanah di Khaibar. Diriwayatkan oleh Atatubin Umar, dia
berkata, “ Umar mendapatkan tanah di Khaibar, dédumendatangi Nabi
SAW untuk meminta perintahnya terkait dengan tahahUmar berkata,
Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkah tfir€haibar yang
tidak pernah aku dapatkan sesuatu yang lebih lahaagiku darinya.
Apa yang akan engkau perintahkan kepadaku terkaigah tanah itu ? “
beliau menjawab,

V5 G ¥y gl p ¥ T 52 g cdiag gl o cis by
S ¥ (L
Artinya : “Jika engkau mengendaki, engkau dapat menahan mykok
(tanah itu) dan menyedekahkan (manfaat)nya. Hamya, s
pokok (tanah yang diwakafkan) tidak boleh dijuadlak
boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan dan tidak Wole
diwariskan.”

Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan (methtanah
kepada orang-orang fakir, karib kerabat, hambaysahiédnu Sabil dan
para tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengrausmuk memakan

hasilnya atau memberikan (hasil)nya kepada temadepgan cara yang

ma’ruf, namun (tidak boleh) menghimpun hasilnyaukndijadikan modal
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dan (tidak boleh pula) menjadikannya sebagai haik'm Hadits ini
telah disepakati oleh Bukhari dan Muslifn.

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yhoeyitakan
oleh imam Muslim dari Abu Hurairah.Nash hadis tersebut
adalah;'Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, madegputuslah
amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitedekah jariah
(wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfgat dan anak soleh
yang mendoakannya.”

Selanjutnya hadits lain yang diriwayat Muslim yanmgenceritakan
tentang Abu ThalhalNashhadis tersebut adalah;

“Bersumber dari Ishaq bin Abdillah bin Abu Thalhabeliau
mendengar Anas bin Malik berkata: "Dulu, Abu Thalhadalah
seorang shahabat Anshar yang paling banyak harw@ini&edinah.
Dan harta yang paling dia sukai adalah kebun Bairgang
menghadap ke mesjid. Rasulullah saw. biasa masukekan itu
untuk minum airnya yang tawar. Ketika turun ayatke: "Sekali-
kali kalian tidak sampai kepada kebaikan (yang semg) sebelum
kalian menafkahkan sebahagian harta yang kaliataicih (Ali
Imran, ayat 92), Abu Thalhah datang kepada Rashlulaw. dan
berkata: "Allah telah berfirman dalam KitabNya. Skekali kalian
tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebédalian
menafkahkan sebahagian harta yang kalian cintdanggkan harta
yang paling kucintai adalah kebun Bairaha, maka ukebtu
kusedekahkan karena Allah. Aku mengharapkan kebaidan
simpanannya (pahalanya nanti di akherat) di siahAlOleh sebab
itu, pergunakanlah kebun itu, ya Rasulallah, sekéalemu."
Rasulullah saw. bersabda: "Bagus itu adalah harengy
menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungyan telah
mendengar apa yang engkau katakan mengenai kehubDah aku
berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikaradeepara

5 Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairijami’ al-Shahih Riyad: Dar ‘Alim al-Kutub, 1996,
Juz 3, h. 1255.

'8 |bnu QudamahAl Mughnij Juz VI, h. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, ht 220.

Y Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairijami’ al-Shahih Riyad: Dar ‘Alim al-Kutub, 1996,
Juz 3, h. 1255.
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kerabatmu." Abu Thalhah pun membagi kebun itu d@mberikan
kepada para kerabatnya dan anak-anak pamannyaMt#iim)”®

3. TUJUAN WAKAF
Tujuan wakaf harus jelas untuk siapa harta wakadrikan kepada
sesorang atau orang tertentu, kelompok atau bddgman wakaf adalah
sebagai berikut :

a. Untuk mencari keridhaan Allah, termasuk di dalamaggala macam
usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti: niearditempat-
tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, kel agama
Islam, penelitian ilmu-ilmu agama Islam dan sebagmi Karena itu
seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya, untyenti@gan
maksiat, atau keperluan yang bertentangan dengamaatglam.

b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti: membantur fakskin,
orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan seka@ahama anak yatim
piatu dan sebagainya.

c. Untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dam/Bemajuan
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentanigagan syariah
dan peraturan perundang-undangan.

4. RUKUN DAN SYARAT WAKAF
Praktik wakaf memerlukan unsur-unsur (rukun) yangrub
memnuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Unswruysng dimaksud

adalah Pewakafwagqif), harta yang diwakafkamrm@auquj, tujuan wakaf

¥Mundzir, Qahaf,Manajemen Wakaf ProduktifPenerjemah, Muhyiddin Mas Rida,
Jakarta; Khalifa, 2005, hal. 78.
19 Depag RIJImu Figh, Jakarta: Ditjen Bimbingan Islam, 1986, h. 216
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(mauquf alaif), pernyataan/ikrawakif (sighay, Nadzir wakaf (pengelola
wakar)
a. Wakif (Pewakaf)

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum
yang mewakafkan benda milikn{A. Jadi wakif tidak hanya
perorangan tetapi juga bisa dalam bentuk organigsasi badan
hukum?*

Wakif atau orang yang mewakafkan amalan wakaf pada
hakikatnya adalah tindakartabarru’ (melepaskan hak milik tanpa
mengharap imbalan), karena itu syarat seoramakif adalah cakap
melakukan tindakéAtabarru’.?®

Adapun syarat-syaratnya dikemukakan pada pasal 8lalUi1
Tahun 2004 dikemukakan dalam pasavakif perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hampg deelakukan
wakaf apabila memenuhi persyaratan:

a) Dewasa

b) Berakal sehat

20 pasal 215 (2) KHI dan pasal 1 (2) PP No. 28 Tala#v

“Ppasal 7 UU No. 41 Tahun 2004.

*’Mengenai kecakapan bertindak, dalam hukum fighdageistilah yang perlu dipahami
untuk membedakannya, yakbaligh danrasyid Pengertiarbaligh menitikberatkan pada usia,
dalam hal ini umumnya ulama berpendapat umur l&ntaAdapun yang dimaksud dengasyid
adalah cerdas atau kematangan dalam bertir@kgh karena itu, menurut Jumhur Ulama’ tidak
ada wakaf yang bisa dilakukan oleh orang bodoh atlit (bangkrut).Said Agil Husin Al
Munawar dalam bukuny&ukum Islam dan Pluralitas Sosjalakarta: Penama dani, 2004, h. 136.

23 Muhammad Rawas Qal'ah Jayausu’ah Figh Umar Ibn Al-KhatalBeirut, Libanon :
Dar Al Nafais, 1409 H./1989 M, h. 887.
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c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukdfan
d) Pemilik sah harta benda wakaf.

Sedangkan bagi wakif yang berasal dari organisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hampat deelakukan
wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi unt@wakafkan
harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengaygaaan dasar
organisasi yang bersangkutan.

Kemudian bagi wakif yang berasal dari badan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ hampat deelakukan
wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum umeelkakafkan
harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengggasan dasar
badan hukum yang bersangkutan.

Selain itu, wakaf yangabarru’ (melepaskan hak milik tanpa
mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidakldiae adanya
gabul (ucapan menerima) dari orang yang menerima wakafun
demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dafmiaksanaannya
hendaknya diikuti dengan bukti-bukti tertulis, agardakan hukum
wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligeaciptakan
tertib administrasi®

b. Mauquf (harta yang diwakafkan)

24 Maksud dari tidak terhalang untuk melakukan petduahukum adalah sudah
memenuhi kriteria selaibaligh dan berakal sehat juga hamasyid sebagaimana yang dijelaskan
fugaha’ serta Said Agil al-Munawar dalam bukumjakum Islam Dan Pluralitas Sosial. 136.
Dengan demikian segala perbuatan deakif dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

25 Ahmad Rofig,Hukum Islam Di Indonesialakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995,
h.493
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Semua harta benda wakaf yang akan diwakafkan mesgid
apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapumasydari benda
yang akan diwakafkan adalah sebagai berikut:

a) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjitek sekali
pakai. Hal ini karena watak wakaf yang lebih menmghian
manfaat benda tersebut.

b) Benda wakaf dapat berupa milik pribadi, kelompokuabadan
hukum (al masya’).

c) Hak milik wakif harus jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu
benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala
pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

d) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnyan dpasti
batasan-batasannya (misalnya tarfah).

e) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelagik maslahah
yang lebih besar.

f) Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda yamgedak dan
yang tidak bergera¥.

g) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkatau
diwariskan.

h) Bukan barang haram atau néfs.

c. Mauquf Alaih (Peruntukan Wakaf)

26 said Agil Husin Al Munawar,Hukum Islam dan Pluralitas Sosialjakarta:
Penamadani, 2004. h. 136-139.

27 Undang-undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf jpasal 16

28 Muhammad Rawas Qal'ah Jayausu’ah Figh Umar Ibn Al-KhatalBeirut, Libanon :
Dar Al Nafais, 1409 H./1989 M, h.887
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Dalam pelaksanaan wakaf seharuskyakif menentukan tujuan
dalam mewakafkan harta benda miliknya, sepertiahamkaf tersebut
digunakan untuk Masjid, pondok pesantren atau yamgya. Dalam
wakaf yang utama adalah wakaf itu diperuntukkanukinkebaikan
mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepidgla. Serta tidak
diperbolehkan memberikan wakaf untuk kepentingaksiaa

d. Sighat (Ikrar Wakaf)

Sighatwakaf ialah kata-kata atau pernyataan yang diwmapk
atau dinyatakan oleh orang yang berwaRaf.

Dalamsighatatau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan
tegas baik secara lisan maupun tulisan, dan dissbudengan jelas
benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan w#ok apa
dimanfaatkari® Sighat tersebut biasanya menggunakan kata “aku
mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semékinaya.

Dengan pernyataawakif tersebut, maka gugurlah hakakif.
Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allahngadimanfaatkan
untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wékaf.

Dalam ketentuan UU No. 41/ 2004 pada pasal 18 thkga,
dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wadedara lisan atau
tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaéna@ralasan yang

dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasatgngan surat

29 Depag RI/Imu Figh h. 216

80 Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesidakarta: Raja Grafindo Persada,
2002, h. 31

31 Ahmad Rofigq,Hukum Islam Di Indonesia,..h. 497
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kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Bgtantuan UU di
atas, maka ikrar wakaf dapat diwakilkan pada kugsamengan
diperkuat oleh dua orang saksi. Dalam hal Pengucaaam / atau
tulisannya harus memenuhi syarat sebagai dalam ©U44/ 2004
pasal 17

Namun, bila wakif mewakafkan dengan wakaf mutlak da
tidak menyebutkan bagi siapa wakaf tersebut, sepsghgatakan:
"rumah untuk wakaf,” yang demikian ini sah menudadlik. Hal ini
berbeda dengan pendapat yang kuat bagi mazhab'’iSyafig
menyatakan bahwa wakaf itu tidak sah, karena @dinya penjelasan
siapa yang diwakaff

e. Nadzr Wakaf (pengelola wakaf)

Pada umumnya di dalam kitab-kitab figih tidak memaankan
Nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapaiedgerti,
karena wakaf adalah ibadah tabarru’. Namun demikian
memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikani@at dari
benda wakaf, maka kehadirbiadzir sangat diperlukaft

Adapun syarat nadzir menurut pasal 10 UU No.41na004
adalah:

1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam PasalfSahuanya
dapat menjadNadzir apabila memenuhi persyaratan:warga negara

Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; mamparase

%2 sayyid Sabig, Figh Sunnah 3, Beirut: Daar Al-Fikh, him. 159
% Ahmad Rofig,op.cit.,h. 498
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jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukarbyatan
hukum.

2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 buhainya
dapat menjadNadzir apabila memenuhi persyaratan : pengurus
organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaraiadzir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (lyrg@nisasi
yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kenrakgdan,
dan/atau keagamaan Islam.

3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8hbeanya
dapat menjadiNadzir apabila memenuhi persyaratan: penguru
badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyarstahir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat @n)pablan
hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan paratur
perundang.undangan yang berlaku; dan badan hukung ya
bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

B. FIQIH ALIH FUNGSI BENDA WAKAF
1. PENGERTIAN ALIH FUNGSI /I1STIBDAL
Perbedaan pemahaman dan pemaknaan sering kadli tdgkam
masalah perubahan status harta benda wakaf. Da&mbghan atau
penukaran harta benda wakaf yang dilakukan apakamgamdung

pemaknaan yang sama dengan alih fungsi benda wakaf.
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Istibdal adalah menjadikan barang lain sebagai penggardingar
wakaf asli yang telah dijudf.

Menurut Imam Syargawi katatibdal dalam masalah wakaf adalah
menggantimauquf (barang wakaf) yang dinisbatkan dengan kerusakan,
yang kemudian diganti dengan benda lain yang leaik ini>°

2. DASAR HUKUM TENTANG ALIH FUNGSI BENDA WAKAF

Wakaf mengalami perkembangan yang dinamis, migadi
perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ‘ulafiggh dalam
menyikapi dinamika wakaf dan hukum-hukum yaregkdit dengan
wakaf dan pengelolaannya.

Perspektif hukum dari para mujtahid figh yang bdebalilatar
belakangi karena pemahaman mereka yang berbedmgemengekalkan
apakah benda wakafnya atau mengekalkan esensi nyaka&Valaupun
pada dasarnya membolehkan namun harus dengan aiekedgntuan.

Adapun dasar yang dijadikan Ulama’ untuk alih fungstu surat

yang ditulis Umar kepada Sa'd,

dw\wwmm\ww‘mé\uﬁ mau\u_m) J.«:u\
d.as‘_gd\.d\u.ud.u\j cu.a‘)\.a.ﬁb Lgﬂ\ J;.uud\ ds.'\ u\ cc\ﬁjﬁb Lgﬂ\
MM\‘;J\}JZB q;...uj\

Artinya : Sesungguhnya Umar ra. Menulis surat kepada sa’'tk&ketia
mendapat berita bahwa seseorang membobol Baitul yaal
ada di kufah. Surat itu berisi : “Pindahkanlah misjyang
berada di Tamarin, dan jadikanlah berada di arahblit

34al-Kabisi, Muhammad abid AbdullahHukum Wakaf, Penerjemah, Ahrul Sani
Faturahman, Dompet Dhuafa Republika, Jakarta, 20414349

3% Imam SyargawiHasyiyah al-SyargawiJuz 2, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, t.th., hal.
178.

% |bnu QudamahQp.cit. h. 224.
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masjid. Karena di masjid itu akan selslu ada orapang
menunaikan shalat (sehingga baitul mat terpantau).”

Perbedaan perbedaan tentang alih fungsi wakaf @@ yang
sifatnya substansial dan ada pula yang paktbebagai contoh dari
masalah-masalah yang memicu  perbedaan tersethapat
dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

a. Bagaimana jika ada barang wakaf berupa periab yang sudah
tidak produktif lagi, karena umurnya sudaha t@tau lahannya
menjadi rusak karena terkena banjir, dan h&sbun tersebut
sudah tidak lagi dapat memberi manfaat kepadeuquf ‘alaih,
apakah wakaf tersebut dapat ditukar dengaranlaperkebunan
lain yang lebih produktif, atau dijual darbelikan barang wakaf
lain yang dapat memberikan manfaat kepadaquofatalaih lebih
banyak?

b. Bagaimana jika ada barang wakaf berupa tagah bangunan
masjid , kemudian karena suatu sebab masgdsebut rusak /
roboh, atau masyarakat sekitarnya meninggalieanpat tersebut
karena tempat itu tidak layak lagi sebagamykman dan tidak
ada lagi orang yang melakukan sholat di sipakah lahan dan
bangunan masjid tersebut dapat ditukar dendahan lain
ditempat lain yang berada di tengah-tengamunitas muslim
yang memanfaatkannya untuk jama’ah atau ustublat Jum’at?

c. Bagaimana jika ada wakaf berupa ternak, ydigynakan untuk

keperluan jihad fi sabilillah atau di  budidayakan  untuk
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kesejahteraan masyarakat, kemudian ternak-tertemkebut tidak
produktif lagi karena umurnya sudah tua sejangtidak lagi
memberi manfaat kepada mauquf alaih. Apakamak-ternak
tersebut boleh dijual, dan uang hasil penjuaja dibelikan
ternak baru yang masih produktif dan dapat bexikan manfaat
kepadamauquf ‘alaih’®’

3. ALIH FUNGSI BENDA WAKAF MENURUT FIQIH.

Para Ulama’berbeda pendapat dalam mensikapehbaitau
tidaknya alih fungsi benda wakaf, ada yang mnemsit ada yang
mempermudabh.

a. Malikiyah

Golongan malikiyah berpendapat "tidak boleh” menukarta
wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak, wplau benda itu akan
rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sabagida yang
berpendapat lain. Sedangkan untuk benda bergerakggm Malikiyah
“membolehkan”, sebab dengan adanya penukaran makdahitu tidak
sia-sia®

Ulama Malikiyah juga membedakan jenis harta bendkaiv
kaitannya dengan penjual harta benda tersebut:

a. Apabila harta wakaf berwujud masjid, maka tidakebadijual.
b. Apabila harta itu berbentuk harta tidak bergerakkantidak oleh

dijual sekalipun hancur dan tidak boleh diganti ghen jenis yang

37 http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/685-istibddlarta-benda-wakaf.htn{di akses 21
Mei 2013)
38
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sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikagi Isesuai
kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalan umum.

c. Dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila manfaatdak ada
lagi boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikemang atau hewan
sejenis®®

Imam Malik melarang adanya alih fungsi benda wakauali
dalam keadaan darurat, namun juga didasarkamssssdari benda wakaf
baik bergerak ataupun tidak, yakni adanya manfada pnasa yang akan
datang. Seperti halnya masjid yang telah rusakrdbaoh sehingga sukar
memakmurkannya boleh dijual dan dibelikan perkaaeulyang sam¥.
Maka demi keberlangsungannya dari manfaat bendafywakaka benda
wakaf harus dijual dan digantikan dengan barangy@aru, sehingga
manfaat dari benda wakaf masih bisa dirasakan dameendatang.

b. Syafii

Imam Syafi'i pada dasarnya hampir sama dengan Irivéatk
yakni melarang adanya alih fungsi benda wakaf Kedsam keadaan
darurat, seperti telah rusaknya sebuah masjid dperladkan adanya
pergantian seperti juga adanya kepentingan umung yaenyebabkan

tanah wakaf harus diganti di tempat yang fain.

39 Abdul Aziz, Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakatichtiar Baru van hoeve, 1998,
him. 1909

40Zahrah, Muhammad Aba)-Waqfy Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1971, h. 161.

! Imam Syafi'i,al ‘Umm,Juz 5, Beirut Libanon Dar al Fikr,: t.th., h. 65
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Dasar yang diguanakan adalah hadist nabi yangveydtkan oleh
Ibnu Umar, dimana di katakan bahwa benda wakak tialeh dijual,
dihibahkan, ditukar, dan diwarisk&h.
c. Hanafiyah
Menurut Imam Hanafi alih fungsi benda wakaf boledénghn
alasan beliau adalah untuk menghindari kemungkirtanbulnya
kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan benda wiakakerta untuk
mempertahankan tujuan hakiki disyari’atkannya wakgéitu untuk
kepentingan orang banyak dan berkesinambufigan.
Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaéliut
dalam tiga syarat:
a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut
ketika ikrar.
b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertatan
c. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih Heasarebih
bermanfaat?
d. Hanabilah
Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak medaltkan
apakah benda wakaf itu berbetuk masjid atau bukasjida Menurut

Hanbali wakaf yang sudah hilang mafaatnya bolebadigan uangnya

“2 Farid Wadjdy, Op.cit,HIm. 151

3 sayyid sabig, figh Sunnah, juz Ill, him. 382

44 Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia,Cet.3, J&kaPT Raja Grafindo Persada,
1998.him. 519
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dibelikan yang sepertinyd.Golongan Hanabilah membolehkan menjual
masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, digukar dengan benda
lain sebagai wakaf, apabila didapati sebab-sebay yaembolehkan”.
Umpamanya tikar yang diwakafkan di masjid, apakélah usang atau
tidak dapat dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan ilhg&njualannya
dibelikan lagi untuk kepentingan bersaftfa.

Menurut Ibnu Qudamah sebagai salah satu penerus liemad
bin hambal, memperbolehkan adanya alih fungsi bemdkaf. Dalam
kitabnya“Al Mughni” menyatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami
rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesragath tujuannya,
hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualarlyalidan barang lain
yang akan mendatangkkan manfaat sesuai dengann tuypakaf dan
barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai haateafiseperti semulfd.

C. PERATURAN ALIH FUNGSI DI INDONESIA
1. PENGERTIAN ALIH FUNGSI DI INDONESIA

Kata tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indan@&BBI)
disebut juga tukar lalu yang berarti bertukar bgratengan tidak
menambah uan{.

Hukum positif bangsa Indonesia masih merupakansaaridari

kolonial Belanda maka tukar guling dalam Kitab UmgldJndang Hukum

“5 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Digiai, Op.cit, him. 306

“8 Ibid, him. 306

4T Ibnu QudamabhAl Mughni Beirut Lebanon: Dar al Kutub al ‘Alamiyah, t.th.,242.

8 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indond&mus Besar Bahasa IndonesBalai
Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 1217.
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Perdata (KUH.Per) disebut dengan katdslag yang berarti tukar guling
yang didasarkan atas persetujuan pemerftitah.

Dalam KUH.Per. sebagaimana pasal 1541 kata tukenggtisebut
dengan tukar menukar yang mempunyai arti suatuepgusin, dengan
mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untlikgsgaemberi suatu
barang secara bertimbal balik, sebagai gantinyasatatu barany.

. PERATURAN ALIH FUNGSI DI INDONESIA

Wakaf diatur dalam berbagai pengaturan perundadgngan.
Peraturan perundangan-undangan tersebut antarddanpilasi Hukum
Islam (KHI) pada buku Ill, UU No 41 Tahun 2004 t@mg wakaf, PP
Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, INPRESor 1
tahun 1991 tentang KHI, Undang-undang Nomor 5 tah860 tentang
pokok agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tat®iri/, Peraturan
Menteri Agama RI No. 1 tahun 1978, Intruksi Bersaktentri Agama
Republik Indonesia dan Kepala Badan PertanaharohasNo. 4 Tahun
1990, Nomor 24 Tahun 1990 Tentang sertifikat tamakaf. Badan
Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang pelalkes
penyertifikatan tanah wakaf,

Di Indonesia alih fungsi benda wakaf boleh dilakukasalkan
sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti yiahg dialam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) buku Il pasal 225, UU No 41 Tah@004 pasal 41,

PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nia#tin 2004,

“9 |bid, hal. 966.
*’sudarsonokamus HukumRineka Cipta, Jakarta, 1992; hal. 509.
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Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedemyysunan
rekomendasi terhadap permohonan penukaran/pemubsiadus harta
benda wakaf.

Pada permasalahan perubahan benda wakaf yangpesteya di
atur dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam merkatebahwa :

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakaifak dapat
dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari padg dimaksud
dalam ikrar wakaf

(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayahgdya dapat
dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah tehlelaihulu mendapat
persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agalkecamatan
berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan Gamat
setempat dengan alasan :

a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sepert

diikrarkan oleh wakif
b) Karena kepentingan umdm

Lebih lanjut di jelaskan dalam pasal 40 Undang-ngddomor 41
tahun 2004, suatu harta benda wakaf yang sudalkaliian dilarang : a.
dijadikan jaminan, b. Disita, c. dihibahkan; dijual; e. diwariskan; f.
ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihak lainnya? Tetapi
perubahan status/penukaran wakaf dapat dilakukaabilap wakaf
digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan RRdéhcana
Umum Tata Ruang) dan tidak bertentangan denganabyaerta untuk
keperluan keagamaan.

Mengenai aturan lanjutan yang mengatur tentangkgafaman
wakaf terdapat pada PP No0.42 tahun 2006 pasal mtQnig penukaran

harta benda wakaf :

°1 Tim Redaksi Nuansa Auli@p.cit h. 69.
*2 |bid, h. 120.
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(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuldkguem
dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Mentberdasarkan
pertimbangan BWI.

(2) 1zin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud gpagat (1)
hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebaghkub

a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakank untu
kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata

Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Pamgnd
undangan dan tidak bertentangan dengan prinsiplyar

b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan seseragash
ikrar wakaf; atau

c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan raeca
langsung dan mendesak.

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pgda (2),
izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat iéejika:
a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti

kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan; dan
b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurangwumya
sama dengan harta benda wakaf.

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimanaksud
pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/watikoerdasarkan
rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdin dasur:

pemerintah daerah kabupaten/kota;

kantor pertanahan kabupaten/kota;

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;

kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan

Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

coooTp

Adapun prosedur penukaran terhadap harta bendd yekg akan
diubah statusnya yang diatur dalam Peraturan BWhd&ol tahun 2008
pasal 6. Sebagai berikut:

a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepadatdfiemelalui
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan iaskge
alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;

b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan terskdphada

Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;

53 |bid, h. 168-169.
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c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kotaatetaenerima
permohonan tersebut membentuk tim dengan susunanmaésud
seperti dalam Pasal 4 ayat (4), dan selanjutnyaaBWyalikota
setempat membuat Surat Keputusan;

d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meken
permohonan tersebut dengan dilampiri hasil pemildiari tim kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dalanjutnya
meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan

e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteaka tukar
ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dikapooleh Nazhir ke
kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuilgigaran lebih
lanjut.

Dari sini peraturan perundang-undangan melarangibpéan
status harta benda wakaf. Akan tetapai, perubaiains harta benda
wakaf juga diperbolehkan. Oleh karena itu, masalbin fungsi wakaf
dapat di golongkan kedalam perubahan benda walai. $2belumnya
fungsi dari wakaf yang kurang produktif menjadiikelproduktif. Oleh
karena itu, merubah harta benda wakaf yang sudak bermanfaat lagi
itu lebih baik, jika dilihat jauh ke depan keberamthnnya dari benda itu

akan menjadi lebih baik.



